Meni
a.

PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A ( PERPRES)
NOMOR 81 TAHUN 2006 (81/2006)
TENTANG
BADAN NASI ONAL PENEMPATAN DAN PERLI NDUNGAN
TENAGA KERJA | NDONESI A

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

nbang :

bahwa dalam rangka newjudkan tujuan penenpatan dan
perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di | uar negeri
sebagai mana di maksud dal am Undang- Undang Nonor 39 Tahun 2004
tent ang Penenpat an dan Perlindungan Tenaga Kerja | ndonesia di
Luar Negeri, perlu nenbentuk Badan Nasional Penenpatan dan
Per | i ndungan Tenaga Kerja | ndonesia  sebagai | enbaga
peneri ntah untuk nel aksanakan kebijakan di bi dang penenpat an
dan perlindungan Tenaga Kerja |ndonesia secara terkoordi nasi
dan terintegrasi;

bahwa pel aksanaan dan perlindungan Tenaga Kerja |Indonesia di
| uar negeri nerupakan tanggung jawab bersanma dan neli bat kan
i nst ansi penerintahan terkait, sehingga Badan Nasiona
Penenpat an dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam
nmel aksanakan kebijakan penenpatan dan perlindungan Tenaga
Kerja I ndonesi a beranggot akan waki | -wakil instansi terkait;
bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b,
dan dal am rangka nmel aksanakan ket ent uan Pasal 97
Undang- Undang Nonor 3 Tahun 2004 tentang Penenpatan dan
Perlindungaan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri perlu
menet apkan Peraturan Presiden tentang Badan Nasional
Penenpat an dan Perli ndungan Tenaga Kerj a | ndonesi a;

Mengi ngat :

1.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

Undang- Undang Nonmor 9 Tahun 1992 tentang Keim grasian
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nonor 33,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 3474);
Undang- Undang Nonmor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar
Negeri (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nonor
156, Tanbahan Lenbaran Negara Republi k I ndonesi a Nonor 3882);
Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nonmor 39,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesia Nonor 4279);
Undang- Undang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daer ah
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonmor 125,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 4437);
Undang- Undang Nonmor 39 Tahun 2004 tentang Penenpatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja |Indonesia di Luar Negeri (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 133, Tanbahan
Lenbaran Negara Republik | ndonesia Nonor 4445);

MVEMUTUSKAN:



Menet apkan:
PERATURAN PRESI DEN TENTANG BADAN NASI ONAL  PENEMPATAN  DAN
PERLI NDUNGAN TENAGA KERJA | NDONESI A.

BAB |
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Badan Nasi onal Penenpatan dan Perlindungan Tenaga Kerja | ndonesia
yang sel anjutnya disebut BNP2TKI adal ah Lenbaga Penerintah Non
Departenen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Presi den.

Pasal 2

(1) BNP2TKI yang beranggotakan wakil-wakil |nstansi Penerintah
terkait nmenpunyai fungsi pel aksanaan kebijakan di bidang
penenpat an dan perlindungan Tenaga Kerja |ndonesia di |uar
negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.

(2) Bidang tugas nmasing-nmasing Instansi terkait sebagai nana
di mmaksud pada ayat (1), neliputi bidang ketenagakerjaan,
kei m grasi an, hubungan | uar negeri, adm ni stras
kependudukan, kesehatan, kepolisian, dan bidang l|ain yang
di anggap perl u.

(3) Wakil-wakil instansi penerintah terkait sebagai mana di naksud
pada ayat (1), nmenpunyai kewenangan dari dan selalu
ber koordi nasi dengan instansi induk nasing-masing dalam

pel aksanaan kebijakan di bidang penenpatan dan perlindungan
Tenaga Kerja I ndonesia di |uar negeri

(4) Status kepegawai an Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari
waki | instansi penerintah terkait yang ditugaskan ke BNP2TKI
adal ah di pekerj akan.

(5) Pengangkatan dan penberhentian jabatan Pegawai Negeri Si pi
sebagai mana di mnaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala
BNP2TKI .

Pasal 3

Dal am nel aksanakan fungsi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2,

BNP2TKI nenyel enggar akan tugas:

a. nmel akukan penenpatan atas dasar perjanjian secara tertulis
antara Penerintah dengan Penerintah negara Pengguna Tenaga
Kerja I ndonesi a atau Pengguna berbadan hukum di negara tuj uan
penenpat an;

b. menberi kan  pel ayanan, mengkoor di nasi kan, dan el akukan
pengawasan mengenai :

dokunen;

penbekal an akhir penberangkat an (PAP)

penyel esai an nasal ah;

sunber - sunber penbi ayaan;

penber angkat an sanpai penul angan;

peni ngkat an kual i tas cal on Tenaga Kerja I ndonesi a;

ouhwnhE



7. i nformasi ;

8. kualitas pel aksana penenpatan Tenaga Kerja Indonesia;
dan
9. peni ngkat an kesejahteraan Tenaga Kerja |ndonesia dan

kel uar ganya
Pasal 4

Dal am nel aksanakan fungsi dan tugasnya BNP2TKI di koordi nasi kan
ol en Menteri yang bertanggung jawa bi dang ket enagakerj aan.

BAB | |
ORGANI SAS

Bagi an Kesatu
Susunan Or gani sasi

Pasal 5
BNP2TKI terdiri dari

a Kepal a;
b. Sekretariat U amg;
C. Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Pronosi;
d. Deputi Bi dang Penenpat an
e. Deputi Bi dang Perlindungan;
f. | nspekt or at ;
g. Bal ai Pel ayanan Penenpatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
| ndonesi a;
h. Pos Pel ayanan.
Bagi an Kedua

Kepal a

Pasal 6
Kepal a adal ah Pi npi nan BNP2TKI

Pasal 7

Kepal a nenpunyai tugas mem npin BNP2TKI dal am nenj al ankan tugas
BNP2TKI .

Bagi an Ketiga
Sekretariat Ut ana

Pasal 8
(1) Sekretariat U ama adal ah unsur psnbantu pi npi nan yang ber ada
di bawah dan bertanggung j awab kepada Kepal a BNP2TKI
(2) Sekretariat U ama dipinpin ol eh Sekretaris U ana.
Pasal 9

Sekretari at Uama  menpunyai tugas nengkoordi nasi kan serta



nmel aksanakan penbinaan dan penberian dukungan adm nistrasi
per encanaan, anggar an, kepegawai an, unmum hukum hubungan
masyar akat , penelitian dan pengenbangan, dan i nfornasi di
I i ngkungan BNP2TKI .

Pasal 10

Sekretariat Uanma terdiri dari paling banyak 4 (enpat) Biro,
masi ng-nmasing Biro terdiri dari paling banyak 4 (enpat) Bagian,
dan nasing-nmasing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga)
Subbagi an.

Bagi an Keenpat
Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Pronosi

Pasal 11

(1) Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Pronosi adal ah unsur
pel aksana tugas BNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggung
| awab kepada Kepal a BNP2TKI .

(2) Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Pronosi dipinpin
ol eh Deputi .

Pasal 12

Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Pronosi nenpunyai tugas:

a. nmenyi apkan bahan teknis di bidang penenpatan dan perlindungan
tenaga kerja Indonesia untuk kerja sama bilateral, regiona
dan multilateral, di ungkat Pertenuan Pejabat Tinggi, Menteri
dan Kepala Negaral/Penerintahan, serta nelakukan pronos
Tenaga Kerja | ndonesi a;

b. mer unuskan, nengkoordi nasi kan, nel aksanakan, dan nengawasi
pel aksana kebijakan teknis di bi dang penenpatan dan
perlindungan tenaga kerja |Indonesia untuk Kkerja samm
bilateral, regional dan nultilateral di tingkat Pertenuan

Pej abat Tinggi, Menteri dan Kepal a Negara/ Penerintahan, serta
nmel akukan pronosi Tenaga Kerja | ndonesi a.

Pasal 13

Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Pronosi terdiri dari
paling, banyak 4 (enpat) Direktorat nasing-masing D rektorat
terdiri dari paling banyak 4 (enpat) Subdirektorat, dan
masi ng- masi ng Subdi rektorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga)
Seksi ,
Bagi an Kel i ma
Deputi Bi dang Penenpat an

Pasal 14

(1) Deputi Bidang Penenpat an adal ah unsur pel aksana tugas BNP2TKI
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepal a
BNP2TKI .

(2) Deputi Bidang Penenpatan di pi npi n ol eh Deputi.



Pasal 15

Deputi Bi dang Penenpat an nenpunyai tugas:

a. nmel akukan penenpatan atas dasar perjanjian secara tertulis
antara Penerintah dengan Panerintah negara pengguna Tenaga
Kerja | ndonesia dan/atau Pengguna berbadan hukum di negara
t uj uan penenpatan atau negara tujuan yang nenpunyai peraturan
per undang- undangan yang nel i ndungi tenaga kerja asing;

b. mer unuskan, nengkoordi nasi kan, nel aksanakan, dan nengawasi
pel aksanaan kebijakan teknis penenpatan Tenaga Kerja
| ndonesi a di luar negeri neliputi penyul uhan, perekrutan, dan
penyi apan penenpat an.

Pasal 16

Deputi Bidang Penenpatan terdiri dari paling banyak 4 (enpat)
Direktorat, masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 4
(enpat) Subdirektorat, dan nasing-nmasing Subdirektorat terdiri
dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Bagi an Keenam
Deputi Bi dang Perlindungan

Pasal 17

(1) Deputi Bidang Perlindungan adalah unsur pelaksana tugas
BNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepal a BNP2TKI .

(2) Deputi Bidang Perlindungan di pi npin ol eh Deputi.

Pasal 18
Deput i Bi dang Per | i ndungan menpunyai t ugas mer unuskan,
mengkoor di nasi kan, mel aksanakan dan nmengawasi pel aksanaan

kebi j akan tekni s perlindungan Tenaga Kerja | ndonesia yang neliputi
st andar di sasi, sosialisasi dan pel aksanaan perlindungan nul ai dari
pr apenber angkat an sel ana penenpat an, sanpai dengan penul angan.

Pasal 19

Deputi Bidang Perlindungan terdiri dari paling banyak 4 (enpat)
Direktorat, masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 4
(enpat) Subdirektorat, dan nasing-nmasing Subdirektorat terdiri
dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Bagi an Ket uj uh
| nspekt or at

Pasal 20
(1) Inspektorat adalah unsur pengawasan di |ingkungan BNP2TKI

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepal a
BNP2TKI .



